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GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Maluku,
1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6869):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

3.

4.

5.

6.



7. Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Berita
Negam Republik Indonesian Tahun 2022 Natar 972):

B. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 9090-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparntur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah
Dacrah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANO TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
Gubernur adalah Gubernur Maluku.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi maluku.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kePegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan
pemerintahan.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai
berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan
pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja,
disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.

11.Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

12.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi.

3.
4.
5.
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13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan

penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi dan/atau Inovasi.

15. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbagan Obiektif lainnya adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang
diamanntkan oleh peraturan perundang-undangan.

16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk Jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,

T

BAB II
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu

Kriteria
Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:

beban kerja,
prestasi kerja,
kondisi kerja,
kelangkaan profesi, dan
pertimbangan obyektif lainnya.pa

p
gp

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas
melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua
belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam
perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

(2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban kerja sesuai kemampuan
keuangan daerah dari besaran basic TPP.

(3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 4

(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja
sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan. .

(2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan
keuangan daerah dari besaran basic TPP.

|

(3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.



Daglan Keempat
TIP Berdasarkan Kondial Kerja

Pasal 8

(1 TYY berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimakan dalam Pnsal 2 ayat
(2 huruf « diberikan kepada Pegawai A93N yang melaksanakan tugas dan
tanggunginwab memiliki mraiko kesehatan.

(2) TPP bendararkan kondisi kerja sebagaimana dimakaud pada ayat (1)
thberikan kepada tenaga kesehatan yang berkaitan langaung dengan
penyakit menular, bahan kimia berbahaya/ radiasi, dan bahan radioaktif.

(3) Besaran TPP berinsarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

@. Dokter, Dokter Gigi dan Perawat, dan
b. Tenaga Kesehatan lainnya.

(4) Kriteria tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(5) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan
keuangan daerah dari besaran basic TPP.

(6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana TPP ASN diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
(2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Sekretaris Daerah,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Biro Organisasi,
Badan Kepegawaian Daerah,
Biro Hukum,
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan

g. Inspektorat Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP ASN dibantu oleh
Sekretariat Tim.

(4) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah.
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Pasal 7

(1) Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.

(2) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan
keuangan daerah dari besaran basic TPP.

(3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pramu Kebersihan pada
Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dan UPTD Balai
Kesehatan Paru Masyarakat, diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.

(2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.



Dagtan Kelima
TP Derdasarkan Kelangkaan Prnfesi

Pasal 9

TIP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf d, diberikan kepnda Pegawai ABN dengan Jabatan Pimpinan
Tertinggi atau Sekretaris Dacrah.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada:

pemungut pajak daerah,
guru ASN dacrah:
pejabat pengelola barangmilik daerah: dan
penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

pg
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Pasal 11

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan TPP
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target
pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.

(2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau
akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak
dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan
untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 12

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
meliputi:

tunjangan profesi guru ASN daerah,
belanja tambahan penghasilan guru ASN daerah, dan
tunjangan khusus guru ASN daerah
khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik. (mencakup
a, b, dan c)

ap

Pasal 13

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang
melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d

meliputi:
penanggung jawab pengelola keuangan:
pengadaan barang/jasa:
perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),
tim anggaran pemerintah daerah, dan
penerima honorarium evaluasi rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

a
b.
c.
d.
e.



pan II
PERHITUNGAN Tpp

Pnsal 19

(1) Banic TPP sebagaimana dimakaud dalam Pasal 3 aynt (2). Pasal 4 ayat (2)
dan Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan parameter srihagai berikut:
NA. kelar jabatan:
b. indeka kapasitas (akal Daerah:
C. Indeks kemahalan konstruksi: dan
d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Basic TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan rumus:
“(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas
Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeka
kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks
penyelenggaraan pemerintah daerah)"

(3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
basic TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 16

1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
“Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) # (Alokasi TPP berdasarkan
prestasi kerja) # (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) t (Alokasi TPP
berdasarkan kelangkaan profesi)

2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :

a. produktivitas kerja:dan
b. disiplin kerja.

(2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar 6076 (enam puluh persen) dari besaran TPP.

(3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar 406 (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 18

(1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
a. pelaksanaan tugas, dan/atau
b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai
ASN yang dipimpinannya.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Uraian tugas jabatan:
b. indikator kinerja utama,
c. perjanjian kinerja, atau
d. indikator kinerja individu.



HAN IN
PRRNITUNGAN TPP

Pnaal 15

(1) Paste TPP sebagaimana dimakaud dalam Pasal 3 ayat (2). Panai 4 ayat (2)
dan Masal X avat (2) dilvinung berdasarkan parameter sebagai berikut:
&. kelar jabatan.
hb. indeka kapasitan Nakal Daerah:
c. Indeka kemahalan konstruksi: dan
&. Indeka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Basis TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan rumun:
Ybesaran Tunjangan Kinerja Badan Pemerikaa Keuangan per Kelas
Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks
kapasitas fiskal dacrah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks
penyelenggaraan pemerintah dacrah)"

(3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
basic TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 16

1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
“Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) # (Alokasi TPP berdasarkan
prestasi kerja) # (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) # (Alokasi TPP
berdasarkan kelangkaan profesi)

2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :

a. produktivitas kerja,dan
b. disiplin kerja.

(2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar 60Y6 (enam puluh persen) dari besaran TPP.

(3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar 40”4 (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 18

(1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
a. pelaksanaan tugas, dan/atau
b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai
ASN yang dipimpinannya.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. uraian tugas jabatan,
b. indikator kinerja utama:
C. perjanjian kinerja: atau
d. indikator kinerja individu.



(3) Setiap Vegawni ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu
pada pelaksanaan tugan dan uraian Jabatan/kinerja Individu harian
sebagaimana dimakaud pra ayat (1) dan ayat (2).

(4) Laporan sebagaimann dimakaud pada ayat (3) dibuat secara periodik.
(9) Laporan sebagaimana dimakaud pala ayat (4) disampaikan kepada atasan

langaumg sebagai pejabat penilai prnrduktivitas kerja setiap hari kerja.

Phsal 19

(U Diwtuktivitan kerja semial Tapomn sebagnImana dimakaud dalam Pasal 22
avat (4) dihitung berdasarkan capalan Indikator kinerja Individu sebagai
berikut:
A. 31006 kategori Sangat Hnik:
D. 8025 sampai dengan 99195 kategori Baik:
C. 6094 sampai dengan 7994 kategori Cukup:
d. 54055 sampai dengan 896 kategori Kurang: dan
&. 0 sampai dengan 3946 kategori Sangat Kurang.

(@ Capaian indikator kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal4
(empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Pasal 20

(1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib menginput Produktivitas kerja melalui
Aplikasi Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian Provinsi Maluku.

@ Pegawai ASN dan CPNS yang tidak menginput Produktivitas Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai produktivitas kerja
sebesar 0Y4 (nol persen).

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 21

(1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai
ASN.

(2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja sampai dengan pulang
kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

(3) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
terintegrasi dengan sistem absensi online pada Badan Kepegawaian
Daerah.

(4) Pegawai ASN yang nilai produktifitas kerja sebesar 0”6 (nol persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diberikan nilai disiplin
kerja sebesar 206 (dua puluh persen) dari penilaian disiplin kerja.

BAB V
PENGURANGAN TPP

Pasal 22

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan

pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
1) sebesar 3/4 (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidakmasuk kerja: dan
2) paling banyak sebesar 10076 (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan

tidak masuk kerja.
b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka
diberikan pengurangan sebagai berikut:



keterlambatan 1
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Pasal 23

1

1.25
1,55Y6

(1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara padahari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2Y6 (dua persen) darinilaian disiplin kerja.
|2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacarapada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPPdengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 24
TPP termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), danO en ahsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100” (seratus perseratus).

BAB V
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 26

TPP ASN diberlakukan kepada:Amapenesadan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaan
a. pe

b De aa, memanfaatkan
aset milik/dikuasai oleh pemerintah

snggar: ya
i

: dan/atau, dan/atau
| |daerahSe Ta Kan negara/daerah berdasarkan hasil audit danc. be

asal ai

rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

yele kan|

i
it wajib(1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur

Rumah Saka hhaamulaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pe
Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.

h



(2) Kepala Perangkat Deerah Kepala Rt dan Direktur Rumah Sakit dalam
melaksanakan peminnaan dan pengaanean sebagaimana dimaksud pada
at it dimrtat dengan pembartan sanksi

(M Selain pemberian sankei sebagaimana dimakaid para ayat (2). Pegawai
ASN juga dikenakan sankei berpa pengurangan TPP menurut Peraturan
Gubenur ini

fan vii
KETENTUAN LAIN. LAIN

Pasal Jn

Aokasi Angeatan TPP bagi Inapektur Daerah Is je Daera
dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daarah Madang

dari Sekretaris y

Pasal 29

Pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja dan imba ktif
lainnya. peri

ngan obje

Pasal 30

pelaksana pada Satuan Pendidikan memperoleh TPP ASN sesuai kelas

jabatan, dan diberikan
sebesar 27”4 dari basic TPP pada kriteria beban kerja

dan 149p dari basic TPP pada kriteria prestasi kerja sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 31

(1) Guru sertifikasi memperoleh TPP sebesar 6,8496 dari basic TPP pada
kriteria beban kerja.

(2) Guru non sertifikasi memperoleh TPP sebesar 10,26Y6 dari basic TPP pada
kriteria beban kerja.

Pasal 32

(1) PPPK memperoleh TPP sebesar 10,266 dari basic TPP pada kriteria beban

kerja.
(2) PPPK pengangkatan Tahun 2023 sesuai Penjabaran TPP diberikan TPP

pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2024.

Pasal 33

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang
tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat

PernyataanMenjalankan Tugas.

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan
sebesar 80Y6 (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya
sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi
PNS.

(4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan
sebesar 8096 (delapan puluh persen) dari alokasi TPP jabatan fungsional
tersebut, sampai diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai formasi.

Pasal 34

(1) Penjabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap

sebagai Pit atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 200
(dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh.

atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.



(2) Pejabat setingkat yan
menerima TPP ASN ya
dari TPP ASN yang te
dirangkapnya.

(3) Pejabat satu tingkat df bawah
atau berhalangan sementa

R merangkap Pit atau penjabat jabatan lain1g letih linggi, ditambah 2004 (dua puluh persen)bih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang

Pejabat defi yang berhalangan tetapifMiin
Ta yang merangkaphanya menerima TPP A sebagai Pit atau penjabat

atau penjabat dibayar terhitung mu
penjabat.

|

(4) TPP Pegawal ABN tambahan ASN yang tertinggi
£! Pemawal yang merangkap sebagai Pit

| menjabat sebagai Pit atau

Pasat 35

Dalam hal setelah terbitnya keputusan Gue
jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadTPP diberikan sebesar 1Dya, (seratu

mnur belum ditetapkan kelas
Ah jabatan pada peta jabatan,

|
RA peraen) dar TPP kelaaterendah sesuai jenis jabntan sesuai peraturan"

perundang anda
jabatan

Pasal 36

(1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahi
peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebe
persen) dari alokasi TPP kelas Aa ber Pukih

. SN yang bersangkutan.(2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus sesuai paksakan Batanperundang-undangan diberikan TPP sebesar 5094 (lima puluh persen) darialokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
(3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya,Pegawai ASN tidak diberikan TPP.

rkan sesuai ketentuan
(limajabatan Pegawai A

Pasal 37

(1) Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium
pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium
mengajar dalam hal:
a pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau

b. telah kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) jam pelajaran
setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

(1) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN dan CPNS
diberikan tambahan TPP bagi ASN.

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini.

(3) Penyaluran tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan bersamaan dengan tunjangan hari raya.

Pasal 39

TPP tidak diberikan kepada:
& pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk

sementara atau dinonaktifkan:



b. pegawai ASN di lingkungan Pemerin
hormat atau tidak lengan hormat,

C. pegawai ASN di Ingkungan Pemerintah Daerah yang
diperbantukan/dipekerjakan pada Inatansi/lembaga negara dan/ataulembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah:

d. peruwni ASN di lingkungan Pemerintah Daer
tanggungan Negara atau dalam bebas
persiapan pensiun, dan

tah Daerah yang diberhentikan dengan

ah yang diberikan cuti di luar
tugas untuk menjalani masa

& perawai ASN yang menjalani tugas belajar.

Pasal 40

TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Provinsi
Maluku diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkan
Melaksanakan Tugas, kecuali Pegawai ASN yang d
Struktural berhak mendapatkan TPP terhitung sej
keputusan pelantikan.

nya Surat Pernyataan
ilantik dalam jabatan

ak diterbitkannya surat

Pasal 41

(1) Alokasi TPP setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Alokasi TPP Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

Penganggaran TPP tahun berjalan menggunakan data bezeeting per 31 Maret
tahun sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Maluku Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
(Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 Nomor 287) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

|

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Povinsi Maluku.

mama

PARAF KOORDINASI
Ditetapkan di Ambon

| SEKDA AA pada tanggal 2 Januari 2024
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

k GUBERNUR MALUKU,

| INSPEKTUR 1
KEPALA BPKAD 4-
PLT. KARO HUKUM L
KARO ORGANISASI

MURAY ISMAIL
Diundangkan di Ambon

pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

——mM
SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 324.



LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
MALUKU

BASICTP DAN RUMUS
ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,

PRES JA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI
N

Kk HEI

1. Basic TPP (Btpp) per Kelas Jabatan:

2. TPP berdasarkan Beban Kerja,

Besaran nb pada jabatan,
Sekretaris Daerah Tang

Inspektur ah - an
Guru Sertifikasi nb-6 Sa
Guru Non Sertifikasi nb- 10 26Yo
Pelaksana/non Jabatan dan JF non Guru pada nb - 27
satuan pendidikan
PPPK nb - 10,26Y6

Besaran nb pada jabatan lainnya sesuai Kelas Jabatan,

Keterangan :

TppBk —
« TPP berdasarkan Beban Kerja

Btpp
- Basic TPP

nb z persentase Beban Kerja

“Kelas Kelaskelas Btpp Jabatan Btpp
16 20.644.903 8 4.212.411

——3 16.398.335 7 3.714.067
14 12.483.811 6 3.227.481
13 11.204.353 5 2.691.621
12 8.959.003 4 1.595.263"Ti 6.926.429 3 1.318.093
10 6.024.930 2 1.090.199
9 5.241.017 1 862.304

TppBk - (nbx Btpp)

Kelas Jabatan Nb

5 s.d15 27Yo
4 40Yo

1s.d3 50460



IT berdasi han Prentnni Kera:

IpTk 2 Ina
Ipang

Desaran nb pada jabatan:

3

Guru Sertifikasi
mm ri

Guru Non Sertifikasi Ka .0 BNN

ASN Badan Pendapatan Daerah
Tn On Lama

Pelaksana/non Jabatan dan jt Tn (np3 Ora.

satuan pendidikan.
F non Guru pada np 149

PR ea
Besaran np pada jabatan lainnya sesuai Kelas Jabatan:

Keterangan :

TppBk » TPP berdasarkan Beban Kerja
Btpp » Basic TPP
nb # persentase Beban Kerja

4, TPP berdasarkan Kondisi Kerja,

Besaran nk pada jabatan,

Keterangan :

TppKk - TPP berdasarkan Kondisi Kerja
Btpp - Basic TPP
nk - persentase Kondisi Kerja

5. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi,

Keterangan :

TppKk - TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
Btpp - Basic TPP
nkp - persentase Kelangkaan Profesi

Kelas Jabatan Np

5 8.d16 41,40Y5
4 45,5045

1sd3 5095

IppKk - (nkx Btpp)

J.F Dokter, Dokter Gigi dan Perawat nk - 2246
Tenaga Kesehatan lainnya nk 140,
Tim Pelaksana TPP nk 120,
Tim Sekretariat TPP nk 174
ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset nk 5 6,845
Daerah (non Tim Pelaksana/Sekretariat TPP)
Pramu Kebersihan pada RSUD,RSKD, UPTD
Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat
Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Paru nk - 2076

Masyarakat

TppKk - (55Yox Btpp)



6. Rumus untuk menghitung besaran alokasi Tambahan TPP:

|
(7190x TppBM

Keterangat! :

TppBk —
« TPP berdasarkan Beban Kerja

Tambahan TPP disalurkan bersamaan dengan Tunjangan Hari Raya.

GUBERNUR MALUKU,

M ISMAIL

PARAF KOORDINASI
(—
Bekretanis Daerah Provinsi Maluku

Asisten Administrasi Umum

Inspektur Provinsi Maluku

Kapala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah

Pit. Kepala Biro Hukum Setda Maluku

Kepala Biro Organisasi Setda Maluku
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